KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kw.11.2/5/PP 03.2/3225 /2014
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL MUTTAQIN,

EMenimt‘ang :

Mengingat

B T

.

KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentvan Pasal 8 avat (2
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan 12111
operasional terhadap Madrasah Swasia di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah:

bahwa Madrasah yang lercantum di bawah ini telah memenuhij
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan vang telah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas, perlu menctapkan Keputusan
vienteri Agama tentang pemberian lzin Operasional Pendirian
Ravdlatul Athfal Al Muttagin, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa
Tengah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonresia Nomeor 4301);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 lentang Guru dan Dosen
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standur
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republilz Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) scbagaimana teluh divinah dengan
Peraturan Pemerintaly  Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 24105;

Peraturan P merintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pend! ikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 | omor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nai.or 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang -
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gury
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 9008 Noroe 1o
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Memperhatikan:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenpgaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 WNomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
No,or 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Seckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 20038 tentang Standar
Rompetens: Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tenlang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Seke ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 2{+3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentarg
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 684);

Peraturan Menteri Agaoma Namor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikun Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : Kw,11.2/PP.03.2/22100/2014. Tanggal =
Agustus 2014 ;

. “ekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agams
Kabupaten Tegal, Nomor : Kd.11.28/2/PP.00.4/1395/2014,
Tanggal 30 Juni 2014;

b

MEMUTUSHKAN :

,'. Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
e PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL
[+ ATHFAL AL MUTTAQIN, KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA

TENGAH.

7 . KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah

o sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merurakan bagian
tidak terpisahkan dari Kepulusan ini.

KEDUA + Bagi Raudlatul Athfal seteleh jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala
Madrasah yang bersanglutiin wajib



KETIGA

; KEEMPAT

KELIMA

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulurm,
pelaksanai n pemenuhan  standar  sarana prasarana, dan
pelaksanas 1 pemenuhan  standar pendidik  dan  tenaga
kependidik 'n dan/atau

b. mengajukaw pendaftaran visitasi akreditasi sekolah /madrasah

kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undarngan.

¢ Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimalksud dalam

diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
mala izin operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
cap berlaku,

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebapaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringlkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Olktober 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

,f,,fl'!?ROUINSI JAWA TENGAH,
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/3agc /2014

TANGGAL 7 OKTOBER 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL MUTTAQIN
KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN 1ZIN OPERASIONAL

1 Nama Madrasah Raudlatul Athfal Al Muttagin, H’abﬁpattn
Tegal .

2 | Nomor Statistik Madrasah 101233280116 '

3 | Alamat Madrasah RT. 01 RwW.02

Desa Cerih
Kecamatan Jatinegara
. Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah

4 | Nama Drga-n-isasi FEH}'elalgga-ra Yayasan Pendidikan Al I_kh_]_as ':EI‘E h__
S | Akta Notaris Organisasi
| Penyelenggara

Nomoer 30

(s} P sahiils Jik taris [ i 3
engesatii, aate Notaris 21 Februari 2013

| Organisasi Penvelc ngpara

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONES]A
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,
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i T Safinan / foto corn' sesuai aslinys .
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.+ +ian Agama

T E‘EEWTM AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : Kw/RA/03/2014

Piberikan Kepada -

Nama Madrasah ¢ Raudlatul Athfal Al Muttagin,
Kahupaten Tegal
! Alamat # w1 RT. 0F RW.02
Desa/ Keluraha;_r s i Desa Ceril}
! Keecionien W Ui : Kecamatan Jatinegara
| Kabupaten ' Kotai: &, . : Kabupaten Tegal
’ Provinsi LA T : Jawa Ten gah
| Penyelenggara Madragah,  ivayson Pendidikan Al [kkhias Cerih
Akte Notaris Peny ggaza  : Nomor 39 i
Pengesahan Akte Notaris!'  : 21 Februari 2013
Dengan Nomor Staﬁaéi}gﬁ_qﬁrasah (NSM ).:.
'lfa 1]2 3.f3}2|3I'DJ1[M1_.r5‘
L el el = |
Semarang, 7~ Oktober 2014
i
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